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ABSTRACT 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FREEDOM OF FRAUD IN THE 

METRO CITY GOVERNMENT SECTOR: PERCEPTION OF GOVERNMENT 

EMPLOYEES 

by: 

RINDA ELSIA 

 

Acts of corruption in government that became part of fraud in accounting, the current 

condition is very apprehensive. In the Metro City government, corruption occurs in the 

education sector such as school construction and school operational assistance, the trade 

sector even penetrated to the health sector. 

 

Wolfe and Hermanson (2004) in his theory Fraud Diamond mentions the factors that cause 

the fraudterdiri of: pressure, opportunity, rationalization, and capability. Referring to the 

theory, the researcher proxies into 4 variables, namely compensation suitability, unethical 

behavior, information asymmetry and law enforcement. The research is done by purposive 

sampling method on employees and officials working in government sector of regional 

finance management (PA / KPA, PPK, PPTK, Treasurer Expenditures / Treasurer Spending 

Maid) by distributing questionnaires on 29 SKPD existing in Metro City. Of the 232 

questionnaires distributed were 210 returned questionnaires and can be processed as many 

as 199 questionnaires. The data analysis used is SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). The results showed that all four tested variables had significant effect with positive 

and negative results on the occurrence of fraud. These results prove that the factors causing 

fraud in the Fraud Diamond Theory (Wolfe and Hermanson, 2004) proved to be the cause of 

fraud in the Regional Government of Metro City. 

 

Based on the results of this study, the researcher suggests to City Government of Metro City 

to review the amount of allowance and additional employee income, conduct periodic fraud 

risk assessment, officer also expected to give exemplary example to its subordinate, and 

require employee who will occupy position in structure the government has anti-corruption 

training and education certificates. Suggestions given for further research is to conduct 

research by classifying the group of positions in the distribution and processing of 

questionnaires data also add other variables that influence stronger so that the results 

obtained can describe the maximum results. 

 

Keywords: compensation suitability, unethical behavior, information asymmetry, financial 

law enforcement, fraud. 

 



ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD 

PADA SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA METRO: PERSEPSI PEGAWAI 

PEMERINTAH 

oleh: 

RINDA ELSIA 

 

Tindakan korupsi pada pemerintahan yang menjadi bagian dari fraud dalam akuntansi,saat ini 

kondisinya sangat memprihatinkan. Pada pemerintah Kota Metro, korupsi terjadi pada sektor 

pendidikan seperti pembangunan sekolah dan bantuan operasional sekolah, sektor 

perdagangan bahkan merambah hingga sektor kesehatan. 

Wolfe dan Hermanson (2004) dalam teorinya Fraud Diamond menyebutkan faktor-faktor 

penyebab terjadinya fraudterdiri dari: pressure, opportunity, rationalization, dan capability. 

Mengacu pada teori tersebut peneliti memproksikan kedalam 4 variabel yaitu kesesuaian 

kompensasi, perilaku tidak etis, asimetri informasi dan penegakan hukum Penelitian 

dilakukan melalui metode purposive sampling pada pegawai dan pejabat yang bekerja pada 

sektor pemerintahan bagian pengelola keuangan daerah (PA/KPA, PPK, PPTK, Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu) dengan mendistribusikan kuesioner pada 29 

SKPD yang ada di Kota Metro. Dari 232 kuesioner yang didistribusikan sebanyak 210 

kuesioner yang dikembalikan dan dapat diolah sebanyak 199 kuesioner. Analisa data yang 

digunakan adalah SPSS (Statistical Package for the Social Sciences. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keempat variabel yang diuji semua berpengaruh signifikan dengan hasil 

positif dan negatif terhadap terjadinya fraud. Hasil tersebut membuktikan bahwa faktor-

faktor penyebab fraud dalam Fraud Diamond Theory (Wolfe dan Hermanson, 2004) terbukti 

menjadi penyebab fraud di Pemerintah Daerah KotaMetro.  

Berdasarkan hasil penelitian ini,peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Metro 

untuk mengkaji kembali besaran tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai, melakukan 

fraud risk assessment secara berkala, pejabat juga diharapkan dapat memberikan contoh 

keteladanan yang baik kepada bawahannya, serta mensyaratkan pegawai yang akan 

menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan memiliki sertifikat pelatihan dan pendidikan 

anti korupsi. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian 

dengan mengklasifikasikan kelompok jabatan dalam distribusi dan pengolahan data kuesioner 

juga menambah variabel lain yang berpengaruh lebih kuat sehingga hasil yang didapat dapat 

menggambarkan hasil yang maksimal. 

Kata kunci:kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, asimetri informasi, penegakan hukum 

keuangan, fraud. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Fraud merupakan suatu kebohongan atau kesalahan yang dilakukan secara 

sengaja dalam melaporkan aktiva perusahaan atau memanipulasi data keuangan 

bagi keuntungan pihak yang terkait. Statement of Auditing Standart No. 99 

(SAS No.99) mendefinisikan fraud sebagai tindakan kesengajaan untuk 

menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan 

subyek audit. Salah saji material dalam laporan keuangan akan menyesatkan 

pengguna laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan 

tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 

 

Association of Certified Fraud Examiners (2006), mengklasifikasikan fraud 

dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” yaitu, 

penyimpangan atas aset, pernyataan palsu atau salah pernyataan, dan korupsi. 

Penyimpangan aset meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta 

perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah 

dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung. Pernyataan palsu meliputi 

tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi 

pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan 

melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk  

memperoleh keuntungan. Korupsi merupakan jenis fraud yang paling sulit dideteksi 
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karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana 

hal ini merupakan jenis yang terbanyak yang terjadi di negara-negara berkembang 

yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola 

yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Korupsi sering 

dilakukan oleh seseorang dengan jabatan atau wewenang yang tinggi di suatu 

perusahaan. Frekuensi fraud jenis ini lebih jarang dibandingkan dengan 

penyimpangan aset akan tetapi lebih merugikan perusahaan dikarenakan 

nominalnya yang relatif lebih tinggi. 

 

Korupsi merupakan suatu budaya dan tren yang menjadi persoalan yang 

berkepanjangan di  Indonesia. Bahkan Indonesia memiliki peringkat yang tinggi 

di antara negara-negara lain dalam hal tindakan korupsi. Indonesia menjadi negara 

paling korup dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik menurut survei yang 

dilakukan oleh Political & Economic Risk Consultancy yang berbasis di 

Hongkong (kompas.com, 22 Februari 2012). 

Tabel 1. Daftar Tingkat Kasus Korupsi di Indonesia 

No Tahun Jumlah Kasus 

1 2012 402 kasus 

2 2013 560 kasus 

3 2014 308 kasus 

4 2015 321 kasus 

5 2016 453 kasus 

Sumber: Indonesia Corruption Watch 

Sebagai provinsi diujung pintu masuk pulau Sumatera, Lampung memiliki jumlah 

kasus korupsi yang cukup besar. Kota Metro di Provinsi Lampung salah satunya 

termasuk dengan jumlah uang pengembalian hasil korupsi yang cukup besar yaitu 

sebesar Rp. 180.000.000 dan juga memiliki penyimpangan yang cukup banyak 

serta melibatkan pejabat daerah yang masi aktif. Contoh kasus yang terjadi di 
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Kota Metro adalah Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Metro yang digelandang ke 

Kejari Kota Metro untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga sudah 

merugikan Negara diatas Rp.500.000.000 atas dana bantuan operasional sekolah 

(BOS) yang seharusnya dikelola untuk keperluan pendidikan di sekolah yang 

dipimpinnya. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Metro, Anton 

Rudianto mengatakan, ML ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi 

penyalahgunaan dana BOS tahun 2013 hingga 2014. Selain itu, ML juga diduga 

telah melakukan penyelewengan dana komite dan dana di luar komite. Dihal, 

sesuai aturan, iuran di luar komite sudah tidak diperkenankan lagi. 

(www.detiklampung.com, 23 Juni 2015). 

 

Ada pun kasus lain yaitu kasus penyimpangan proyek pembangunan gedung Pasar 

Tejoagung sebesar 3,5 miliar oleh Akhadun Syahbaniah, mantan Kepala Bidang 

Perdanganan Dinas Perindustrian Kota Metro yang menyebabkan kerugian negara 

Rp. 265.000.000 (www.tribunnews.com, 5 Desember 2016). Dinas Kesehatan 

juga merupakan salah satu instansi yang turut menambah daftar kasus daftar 

korupsi di Kota Metro. Kasus yang terjadi adalah terdapat dugaan korupsi dua 

kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Metro berupa, pengadaan komputer untuk 

penunjang aplikasi e-Puskesmas tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 660.000.000 

dan pengadaan genset dengan nilai kontrak senilai Rp. 340.000.000. 

(www.lampungsai.com, 31 Juli 2017). Korupsi merupakan salah satu klasifikasi 

dari fraud tree yang paling banyak terjadi dengan persoalan yang berkepanjangan. 

Dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia 

Corupption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah 

tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 

http://www.tribunnews.com/
http://www.lampungsai.com/
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miliar. Dan dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, Lampung menempati posisi ke 

21 dengan kasus tindak korupsi. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah 

saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang 

timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap asset. Fraud juga merupakan 

suatu tindakan ketika seseorang mengambil secara sengaja manfaat untuk 

memperkaya diri sendiri secara tidak jujur atas orang lain atau tindakan 

memanipulasi data keuangan yang dapat menimbulkan kerugian negara. 

 

Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi dan Mansor (2015), 

bahwa hal tersebut didasari oleh adanya Fraud Diamond Theory di  dalamnya 

terdapat opportuniy merupakan suatu kondisi yang dapat membuka peluang 

terjadinya kecurangan, pressure merupakan faktor yang berasal dari kondisi 

kebutuhan individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, 

rationalization merupakan sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral 

dari individu karyawan untuk merasionalkan tindak kecurangan dan yang terakhir 

capability merupakan ketika seseorang memiliki komponen kemampuan yakni 

posisi, kecerdasan, ego dan tingkat stres untuk melakukan tindak kecurangan. 

Kegagalan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain kesesuaian kompensasi, kefektifan 

sistem pengendalian internal, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri 

informasi dan kultur organisasi merupakan faktor-faktor yang mengidentifikasi 

terjadinya kecurangan akuntansi terutama di sektor pemerintahan. Jika hal 

tersebut dapat dideteksi lebih awal dan diberikan tindak pencegahan maka 

kecurangan akuntansi akan dapat diminimalisir sehingga terwujudnya Good 
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Governance yang benar-benar diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat yakni 

terbentuknya kinerja pemerintahan yang baik sehingga Indonesia khususnya Kota 

Metro dapat berkembang serta dapat berkontribusi pada perekonomian Indonesia 

yang lebih baik lagi. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai pemerintah 

untuk mengetahui terjadinya  fraud di Sektor Pemerintahan yang berada di Kota 

Metro dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari 

kepuasan kompensasi, perilaku tidak etis, asimetri informasi, dan penegakan 

hukum. Berdasarkan latar belakang  masalah, maka penulis memberi judul 

penelitian ini “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya 

Fraud pada Sektor Pemerintahan Kota Metro: Persepsi Pegawai 

Pemerintah” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Ada beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud 

pada Sektor Pemerintahan di Kota Metro? 

2. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap terjadinya fraud pada 

Sektor Pemerintahan di Kota Metro? 

3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud pada 

Sektor Pemerintahan di Kota Metro? 

4. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap  terjadinya fraud pada 

Sektor Pemerintahan di Kota Metro? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menyediakan bukti empiris pengaruh kepuasan kompensasi 

terhadap fraud pada Sektor Pemerintahan di Kota Metro. 

2. Untuk menyediakan bukti empiris pengaruh perilaku tidak etis terhadap 

fraud pada Sektor Pemerintahan di Kota Metro. 

3. Untuk menyediakan bukti empiris pengaruh asimetri informasi terhadap 

fraud pada Sektor Pemerintahan di Kota Metro. 

4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh penegakan hukum terhadap 

fraud pada Sektor Pemerintahan di Kota Metro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi pemikiran  

berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan merupakan 

media latihan dalam memecahkan secara ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti. 

Diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan  dalam  memecahkan  masalah.  Sehingga  memperoleh  gambaran 

yang  jelas  sejauh  mana  tercapai  keselarasan  antara pengetahuan secara 

teoritis dan praktiknya. 
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b. Bagi Objek Penelitian. 

Bagi objek penelitian yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan 

dalam usaha mencegah dan menekan penyebab terjadinya fraud di Sektor 

Pemerintahan Kota Metro seperti yang disajikan penulis. 

c. Bagi Pembaca. 

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan 

referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait. Dan dapat  

memberikan  informasi  kepada  pihak-pihak  terkait  yang memerlukan hasil 

penelitian ini. 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Fraud Diamond Theory 

Teori Fraud Diamond merupakan teori yang menjadi dasar atau latar belakang 

untuk seseorang dalam melakukan fraud yang pertama kali disajikan oleh Wolfe 

dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi dan Mansor (2015). Dalam Fraud 

Diamond menambahkan komponen capability setelah 3 komponen yang terdapat 

dalam Fraud Triangel Theory yang dikemukakan oleh Creesey (1973) yaitu, 

pressure, opportunity dan razionalization. 

Gambar 2.1 Skema Fraud Diamond Theory 
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Capability Opportunity 
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Tindakan fraud dilakukan karena adanya rasionalisasi yang dilakukan seseorang, 

alasannya beragam namum pembenaran selalu ada. Rasionalisasi dilakukan 

melalui keputusan yang dibuat secara sadar ketika pelaku tindak fraud 

menempatkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain. Insentive atau 

pressure yang dikaitkan dengan tekanan dapat terjadi dari dalam organisasi 

maupun kebutuhan individu yang secara personal dianggap lebih penting dari 

kebutuhan organisasi dan alasan untuk melakukan tindak fraud seringkali dipicu 

melalui tekanan yang mempengaruhi individu. 

Opportunity yakni ketika kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan 

dimana seseorang harus memiliki akses terhadapat aset atau memiliki wewenang 

untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya 

skema fraud. Jabatan, tanggungjawab, maupun otorisasi memberikan peluang 

untuk terlaksananya suatu kecurangan. Satu-satunya faktor penyebab terjadinya 

fraud yang dapat dikendalikan adalah opportunity. Seseorang yang karena 

tekanan atau rasionalisasi mungkin akan melakukan kecurangan jika ada 

kesempatan. Kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin kecil jika tidak 

ada kesempatan. Pangkat yang dapat digunakan untuk memperkecil terjadinya 

kesempatan untuk melakukan kecurangan adalah dengan mengimplementasikan 

pengendalian  internal yang memadai. 

Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi dan Mansor (2015) berpendapat 

bahwa meskipun tekanan berdampingan dengan kesempatan dan rasionalisasi, 

tidak mungkin untuk melakukan tindakan kecurangan kecuali adanya komponen 

keempat yaitu kemampuan dengan komponen yakni posisi, kecerdasan, ego, dan 

tingkat stres merupakan dasar seseorang melakukan tindakan fraud. Dengan kata 
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lain, pelaku harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan 

tindakan fraud. 

 

2.2 Fraud 

2.2.1 Pengertian Fraud 

Fraud dapat terjadi pada semua bagian dalam suatu organisasi mulai dari 

jajaran tertinggi sampai jajaran terendah dapat melakukan tindak fraud. Istilah 

fraud yang ditulis Tunggal (2012) diartikan sebagai penipuan di bidang keuangan 

yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang maupun 

pihak lain. Menurut Albrecht et.al (2012) dalam bukunya Fraud Examination 

“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which 

human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an 

advantage over another by false representations”. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012)  menyatakan bahwa ada dua tipe salah saji yang 

relevan dengan pertimbangan auditor tentang fraud dalam audit atas laporan 

keuangan, yaitu salah saji yang timbul sebagai akibat dari terjadinya  fraud dalam 

pelaporan keuangan dan kecurangan yang timbul dari perlakuan tidak semestinya 

terhadap aset. Yang pertama adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam 

pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan 

keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindak 

manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi dan dokumen 

pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyaji laporan keuangan, 

representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, 
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transaksi atau informasi yang signifikan, salah penerapan secara sengaja prinsip 

akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau 

pengungkapan. 

Yang kedua adalah salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap 

aset atau seringkali disebut dengan penyalahgunaan berkaitan dengan pencurian 

aset entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan 

prinsip akuntansi berlaku umum. Perlakuan tidak semestinya terhadap aset 

entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima 

barang atau uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas 

membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan 

tidak semestinya terhadap aset dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu 

atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu berbagai pihak. Dari  

pengertian di atas,  fraud  adalah  istilah umum dan mencakup bermacam-macam 

arti dimana kecerdikan manusia dapat menjadi alat yang dipilih seseorang untuk 

mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan representasi yang salah. 

 

2.2.2 Klasifikasi Fraud 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2006), mengklasifikasikan 

fraud dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” yaitu: 

1. Kecurangan Laporan Keuangan 

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan 

yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi 

pemerintah dalam bentuk salah saji material laporan keuangan untuk 

menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya untuk memperoleh 

keuntungan. 
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2. Penyalahgunaan Aset 

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan 

kecurangan atas persediaan dan aset lainnya serta pengeluaran-

pengeluaran biaya secara curang. Ini  merupakan bentuk  fraud yang paling 

mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible. 

3. Korupsi 

Korupsi  dalam  konteks  pembahasan  ini  adalah  korupsi  menurut The 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2006) yaitu korupsi 

terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian illegal, dan 

pemerasan. Fraud jenis ini terbanyak terjadi di negara-negara berkembang 

yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaraan akan tata 

kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. 

 

2.2.3 Fraud pada Sektor Pemerintahan 

Tuanakotta (2010) semua jenis fraud dapat terjadi pada sektor pemerintahan,  

akan tetapi yang paling sering terjadi adalah korupsi. Korupsi berasal dari 

bahasa  latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, mengenyahkan, 

memutarbalik  atau  menyogok. Secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat 

publik, baik politisi ataupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak 

legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, 

dengan  menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.  
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Menurut Susanto (2002) korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi 

penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-

barang publik untuk kepentingan pribadi dan telah diidentifikasikan bahwa faktor-

faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu: 

1. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong  

seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang 

kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi 

kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup 

konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya 

ajaran-ajaran agama secara benar. 

2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur 

organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, 

kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan kecenderungan 

manajemen menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasinya. 

3. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di  

mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang 

berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran  

bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah 

masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta 

pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila 

masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian 

pengertian - pengertian dalam budaya bangsa Indonesia. 

 

 



14 

 

4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan 

perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya 

menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas  

peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review 

yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan  

sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang  evaluasi 

dan revisi peraturan perundang-undangan. 

 

2.3 Kesesuaian Kompensasi 

2.3.1 Pengertian Kompensasi 

Thoyibatun (2009) mengatakan bahwa kompensasi merupakan komponen biaya 

yang dibayarkan oleh organisasi pada karyawan. Bagi karyawan kompensasi 

merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedang bagi organisasi 

kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan 

profitabilitas. Oleh karena itu, organisasi perlu hati-hati dalam mengontrol dan 

mendesain kompensasi supaya kedua kepentingan tersebut dapat diakomodasi. 

Hal tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk membuat sistem 

kompensasi yang mampu mendorong karyawan berprestasi secara optimal. Salah 

satu tujuan pemberian kompensasi yang sesuai adalah menghargai prestasi kerja 

yang sudah dilakukan untuk perkembangan organisasi sehingga akan memiliki 

istilah take and give artinya ketika tanggungjawab sudah diselesaikan maka 

karyawan akan memperoleh hak yang seharusnya. 
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Beberapa terminologi dalam kompensasi  yang pertama adalah upah atau gaji. 

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji perjam dimana semakin lama 

kerjanya maka semakin besar bayarannya. Upah merupakan basis bayaran yang 

kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji 

umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan atau tahunan. Yang kedua 

adalah insentif, merupakan tambahan-tambahan gaji diatas atau diluar gaji atau 

upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan 

dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, 

keuntungan-keuntungan atau upaya-upaya pemangkasan biaya. 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi  

merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai yang berwujud nominal  yang 

diberikan majikan kepada pegawainya. Kompensasi dapat  berperan dalam 

meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih efektif dan produktif, sebab 

kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai. Tetapi, 

kompensasi bukanlah merupakan satu-satunya motivasi pegawai dalam 

berprestasi, tetapi kompensasi merupakan salah satu motivasi penting yang ikut 

mendorong pegawai untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya kompensasi 

yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan pegawai. Beberapa 

tujuan pengkompensasian, yaitu menjalin ikatan kerja antara atasan dengan 

pegawai, kepuasan kerja atau balas jasa, motivasi, disiplin, dan stabilitas pegawai. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 

Menurut Mangkunegara (2009), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kompensasi, yaitu: 



16 

 

1. Faktor Pemerintah 

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar 

kompensasi minimal,pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku, 

biaya tanportasi/angkutan. Inflasi maupun deflasi yang sangat 

mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan kompensasi. 

2. Penawaran Bersama Antara Perusahaan 

Kebijakan dalam menetukan kompensasi dapat di pengaruhi pula pada saat 

terjadinya tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan 

oleh perusahaan pada karyawan. 

3. Standar dan Biaya Hidup Karyawan 

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan biaya hidup 

minimal karyawan. Ukuran perbandingan upah kebijakan dalam 

menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh ukuran besar kecil 

perusahaan, tingkat pendidikan karyawan, masa kerja karyawan. 

4. Permintaan dan Persedian 

Dalam menentukan kebikajakan lompensasi karyawan perlu 

mempertimbangkan tingkat persedian permintaan pasar. 

 

2.4 Perilaku Tidak Etis 

Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang  

diterima secara umum sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat.  

Perilaku kepribadian  merupakan  karakteristik  individu  dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Karakteristik tersebut meliputi sifat, kemampuan, 

keterampilan, sikap serta intelegensi yang muncul dalam perilaku individu. 
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Etis merupakan asas perilaku yang disepakati atau perilaku yang dilakukan secara 

umum biasanya mengenai hal-hal seperti moral, sesuatu yang benar dan 

bermartabat. Zulkarnain (2013) mengatakan bahwa perilaku tidak etis merupakan 

sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya bergantung pada interaksi 

yang komplek antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Sehingga 

disimpulkan bahwa budaya etis dalam tindakan fraud adalah tradisi atau cara yang 

dianggap benar oleh pelaku kecurangan karena dianggap umum atau hal yang 

wajar dilakukan karena dilihat bahwa kasus fraud selalu terjadi dari tahun ke 

tahun. 

Mustikasari (2013) mengatakan bahwa budaya etis dapat diproksikan dengan 

rasionalisasi. Budaya organisasi pada intinya merupakan sebuah sistem dari nilai-

nilai yang bersifat umum. Adapun nilai-nilai personal mulai dikembangkan pada 

saat awal kehidupan, seperti halnya kepercayaan pada umumnya, tersusun dalam 

sistem hirarki dengan sifat-sifat yang dapat dijelaskan dan diukur, serta 

konsekuensi-konsekuensi perilaku yang dapat diamati. 

 

2.5 Asimetri Informasi 

Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan 

informasi antara pihak pemegang amanah (pemerintah daerah/eksekutif) sebagai 

penyedia informasi dengan pihak pemberi amanah (masyarakat, perwakilan 

rakyat, dan legislatif) sebagai pengguna informasi. Menurut Wilopo (2006) 

asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara 

pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang 

membutuhkan infromasi. Teori agensi juga mengimplikasikan terjadinya asimetri 
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informasi antara manajer sebagai agen dengan pemilik yang dalam hal ini 

merupakan pemegang saham/investor, dimana manajemen memiliki informasi 

lebih banyak dan akurat daripada  pemegang saham akan cenderung ingin 

menyampaikan kondisi perusahaan yang baik, walaupun terkadang realitanya 

kurang mendukung. 

Perkembangan informasi berlangsung sangat cepat dalam era globalisasi, begitu 

juga kondisi lingkungan ekonomi yang berhubungan erat dengan bisnis yang terus 

mengalami perubahan membutuhkan infromasi antara lain adalah informasi yang 

diperoleh dari laporan keuangan. Oleh sebab itu informasi yang transparan sangat 

dibutuhkan pengguna informasi terutama pemegang saham sebagai pemilik, 

dimana informasi tersebutakan digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusannya. Dalam hal iniagent/manajemen dalam pemerintahan adalah pihak 

intern instansi terkait. 

 

2.6 Penegakan Hukum 

Menurut Faisal (2013) kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, 

dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara 

langsung merugikan pihak lain. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan 

nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati 

hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang 

hukum, tetapi tidak mematuhinya. Banyak hukum yang menjadi dasar mengenai 

pengelolaan keuangan daerah dan undang-undang maupun peraturan pemerintah 

yang melarang melakukan kecurangan bagi pegawai dan pejabat pemeritahan, dan 
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banyak juga sanksi yang dikenakan kepada pelaku kecurangan diantaranya 

hukuman penjara dan denda uang, namun masih saja banyak kasus demi kasus 

yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa hukum seperti tidak memiliki kekuatan 

bagi pelakunya. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara (Asshiddiqie,2008). Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum 

itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.  

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum 

dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada 

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan 

aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya 

diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam 

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Fungsi Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Ali (2009) mengatakan bahwa 

di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan 

masyarakat. Hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam 

pembangunan merupakan sesuatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. 
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Sebagai tata kaedah, fungsi hukum yaitu untuk menyalurkan arah kegiatan warga 

masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa hukum menjadi arah bagi masyarakat memperoleh 

kesejahteraan karena hak-hak masyarakat di sekolah oleh pemerintah dimana 

pemerintah juga memiliki tujuan agar masyarakat memperoleh kehidupan 

ekomomi yang lebih baik. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tahun Judul Hasil 

Wilopo 2006 Analisis Faktor-Faktor 

yang Berpengaruh 

Terhadap Kecenderungan 

akuntansi: Studi pada 

Perusahaan Publik dan 

BUMN di Indonesia 

Kompensasi yang sesuai yang 

diberikan perusahaan ternyata 

tidak menurukan prilaku tidak 

etis dan kecendrungan 

akuntansi, hali ini 

bertentangan antara hipotesis 

dan hasil penelitian 

sebelumnya. Kecenderungan 

kecurangan akuntansi dapat 

diturunkan dengan cara 

meningkatkan keefektifan 

pengendalian internal, ketaan 

aturan akuntansi, moralitas 

manajemen serta 

menghilangkan asimetri 

informasi. 

Thoyibatun 2009 Faktor-Faktor yang 

Memperngaruhi Perilaku 

Tidak Etis Terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi 

Serta Akibatnya Terhadap 

Kinerja Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil studi ini memberikan 

saran bahwa 1) sistem 

pengendalian internal yang 

diterapkan hendaknya 

mempertimbangkan 

kebermanfaatnnya untuk 

mengendalikan keamanan aset 

dan informasi organisasi, 2) 

pelanggaran etis yang pernah 

dilakukan karyawan sebagai 

dasar dalam penentuan tugas 

yang pada akhirnya nanti akan 

dijadikan sebagai menentukan 

honorarium. 
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Anissa 2010 Kecenderungan Fraud 

Akuntansi, Pengendalian 

Internal, dan Kesesuaian 

Kompensasi 

Pengendalian Internal dan 

Kesesuaian Kompensasi 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Kecenderungan 

Fraud Akuntansi 

Puspitadewi 2012 Organisasi Fraud 

Pegawai, Keadilan 

Organisasional, Kualitas 

Pengendalian Internal, 

Lingkungan Etika 

Perusahaan,Aktivitas 

Audit Inter nal, Pelatihan 

Resiko Manajemen, 

Komunikasi dan 

Informasi 

Terdapat interaksi antara 

Persepsi keadilan 

organisasional dan kualitas 

pengendalian internal  

terhadap fraud pegawai. 

Aktivitas  audit  internal dan 

monitoring berpengaruh   

terhadap kualitas pengendalian 

internal, lingkungan etika 

perusahaan, pelatihan resiko 

manajemen, dan 

communication and 

information tidak berpengaruh 

terhadap kualitas pengendalian 

internal. 

Zulkarnain 2013 Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Terjadinya Fraud pada 

Dinas Surakarta 

Keefektifan pengendalian    

internal,kesesuaian  

kompensasi, gaya 

kepemimpinan berpengaruh 

negatif  terhadap fraud; 

perilaku tidak  etis  

berpengaruh terhadap fraud, 

kultur organisasi dan 

penegakan hukum tidak 

berpengaruh terhadap fraud. 

Najahningrum 2013 Faktor-Faktor yang 

mMmpengaruhi Fraud: 

Persepsi Pegawai Dinas 

Provinsi DIY 

Terdapat pengaruh negatif 

antara penegakan hukum, 

keefektifan pengendalian 

internal, keadilan distributif, 

keadilan prosedur, dan 

komitmen organisasi dengan 

kecurangan di sektor 

pemerintah. Terdapat 

pengaruh positif antara 

asimetri informasi dengan 

kecurangan di sektor 

pemerintah. 

Mustikasari 2013 Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Fraud di 

Sektor Pemerintah 

Kabupaten Batang 

Terdapat pengaruh negatif 

antara penegakan hukum, 

keefektifan pengendalian 

internal, kesesuaian 

kompensasi, budaya etis 

manajemen, dan komitmen 
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organisasi dengan fraud di 

sektor pemerintah. Dan 

terdapat pengaruh posistif 

asimetri infromasi terhadap 

terjadinya kecurangan. 

Faisal 2013 Analisis fraud di sektor 

pemerintah Kabupaten 

Kudus 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa tidak terdapat pengaruh 

antara kesesuaian gaji dengan 

fraud di sektor pemerintah. 

Dan terdapat hasil negatif dari 

kepatuhan sistem 

pengendalian, gaya 

kepemimpinan terhadap 

terjadinya kecurangan. 

Astarani 2014 Analisis pengaruh 

Peranan Badan Pengawas, 

Aktiivitas Pengendalian, 

dan Sistem Kompensasi 

terhadap kecenderungan 

kecurangan Akuntansi 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa adanya 

faktor peranan badan 

pengawas berpengaruh 

negatif dan signifikasi 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

Sedangkan sistem 

kompensasi berpengaruh 

positif terhadap fraud 

Yuniarta 2015 Pengaruf Efektifitas 

Sistem Pengendalian 

Internal, Ketaan Aturan 

Akuntansi, Persepsi 

Kesesuaian Kompensasi 

dan Implementasi GCG 

Terhadap Terjadinya 

Fraud di Kabupaten 

Tabanan 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa 1) ketaatan aturan 

akuntansi secara parsial 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap fraud, 2) secara 

parsial kesesuaian kompensasi 

berpengaruh signifikasi negatif 

terhadap terjadinya fraud. 

Permatasari 2015 Analisis Faktor-Faktor 

yang Berpengaruh 

Terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi 

(Studi BUMN Jayapura) 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

keefektifan pengendalian 

internal, asimetri informasi, 

kesesuaian kompensasi dan 

ketaatan aturan berpengaruh 

negatif terhadap terjadinya 

kecenderungan kecurangan. 

Sedangkan perilaku tidak etis 

berpengaruh positif terhdapat 

kecenderungan kecurangan. 
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2.8 Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Kesesuaian Kompensasi Berpengaruh Negatif Terhadap Fraud  

Wilopo (2008) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kecenderungan fraud akuntansi dan kepuasan kompensasi 

juga tidak berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang 

tindak pidana korupsi. Hasil penelitian Annisa (2010) menyatakan bahwa 

kepuasan kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud. 

Sedangkan hasil penelitian Zulkarnain (2013) menyatakan terdapat pengaruh 

negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap terjadinya fraud di sektor 

pemerintahan. 

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud 

 

2.8.2 Perilaku Tidak Etis Berpengaruh Positif Terhadap Fraud  

Dalam penelitian Wilopo (2008) menyatakan bahwa perilaku tidak etis 

memberikan pengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya fraud tetapi 

tidak signifikan. Adapun hasil penelitian Zulkarnain (2013) menyatakan terdapat 

pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap terjadinya fraud di sektor 

pemerintahan. Hipotesis ini didukung oleh teori perkembangan moral yang 

menjelaskan bahwa prinsip etika suatu manajemen diwakili oleh prilaku 

manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Jika perilaku yang ditunjukan oleh 

manajemen cenderung tidak etis maka dapat menyebabkan terjadinya tindakan  

fraud akuntansi. 

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap fraud. 
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2.8.3 Asimetri Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Fraud  

Wilopo (2008) mengatakan bahwa asimetri informasi adalah situasi dimana 

terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan 

informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi ini 

membuat manajemen memanfaatkan ketidakselarasan informasi untuk 

keuntungan mereka serta sekaligus merugikan pihak luar perusahaan, seperti 

membiaskan informasi yang terkait dengan investor. 

Mustikasari (2013) bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap 

terjadinya fraud, artinya jika terjadi asimetri informasi dapat menyebabkan 

terjadinya fraud. Semakin di dukung dengan penelitian yang dilakukan 

Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa asimetri infromasi berpengaruh positif 

terhadap terjadinya fraud artinya semakin tinggi asimetri infromasi maka akan 

semakin meningkatkan peluang terjadinya fraud. Namun penelitian ini bertolak 

belakang dengan hasil penelitian dari Permatasari (2015) dimana asimetri 

informasi berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat di turunkan menjadi hipotesis: 

H3:  Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap fraud 

 

2.8.4 Penegakan Hukum Berpengaruh Negatif Terhadap Fraud 

Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada 

hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. 

Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhinya. 

 Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan 

timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan 
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hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud disektor pemerintahan 

sesuai dengan penelitian Najahningrum (2013) yang mendukung hal tersebut 

bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

Sama halnya dengan penelitian yang yang dilakukan Zulkarnain (2013) bahwa 

penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan 

artinya para pegawai instansi pemerintahan merasa para pejabat cepat tanggap 

dalam menangani pelanggaran peraturan instansi, keputusan kepala instansi juga 

memutuskan hukuman pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap fraud. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan analisis pada landasan teori dan penelitian terdahulu yang menguji 

pengaruh kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, asimetri infromasi dan 

penegakan hukum terhadap terjadinya fraud, maka dibuat model penelitian 

sebagai berikut: 

Gambar 2.9 Rerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

Kesesuaian Kompensasi (X1) 

Perilaku Tidak Etis ( X2) 

Asimetri Informasi (X3) 
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H3 

H4 
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BAB III 

METODO PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2011) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subyek atau objek  yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. Populasi juga diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. 

Populasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pegawai yang 

ada di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Metro. Populasi ini dipilih 

sebagai objek penelitian karena diantara pegawai/pejabat pada Pemerintah Daerah 

Kota Metro terbukti terlibat kasus fraud/korupsi. Berikut data SKPD di Kota 

Metro: 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

2. Dinas Kesehatan 

3. RSUD Jend. A. Yani 

4. Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang 

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

6. Satuan Polisi Pamong Praja 

7. Dinas Sosial 

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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9. Dinas Lingkungan Hidup 

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

12. Dinas Perhubungan 

13. Dinas Komunikasi dan Informatika 

14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian 

15. Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

18. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

19. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

20. Dinas Perdagangan 

21. Sekertariat Daerah 

22. Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

25. Inspektorat 

26. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

28. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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Menurut Arikunto (2010), untuk menentukan besarnya sampel, apabila subyek 

kurang dari 100, lebih baik diambil  semua  sehingga  penelitiannya  adalah  

penelitian populasi.  Sedangkan menurut Sugiyono (2011), sampel dilakukan  jika 

populasi besar dan peneliti tidak mungkin  mempelajari semua yang ada dalam  

populasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  purposive sampling 

dengan kriteria pegawai yang mempunyai pengaruh dalam melakukkan  fraud, 

yaitu pemegang  jabatan pengelola keuangan (pejabat pengadaan barang/jasa) 

diantaranya: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Bendahara Pengeluaran, dan 

Bendahara  Pembantu  Pengeluaran. Jumlah SKPD di Kota Metro yang termasuk 

dalam penelitian yaitu berjumlah 29 SKPD (dengan asumsi jumlah responden per 

SKPD berjumlah 8 responden, dengan total 232 responden).  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan 

berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dari kuesioner. 

  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode survey, yang dilakukan dengan menyebar 

kuesioner kepada para pemegang  jabatan pengelola keuangan  (pejabat 

pengadaan barang/jasa) di setiap SKPD yang berjumlah 8 set kuesioner, sehingga 

jumlah kuesioner untuk 29 SKPD yang ada di Kota Metro berjumlah 232 
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kuesioner. Skala pengukuran kuesioner menggunakan 5 skala likert, dimana 

jawaban setiap item instrumen mempunyai gradiasi mulai dari Sangat Setuju(SS), 

Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).  

Kuesioner diberikan secara langsung dan diisi oleh responden pegawai negeri sipil 

pada Sektor Pemerintahan Kota Metro. Kuesioner tersebut terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan dengan diberi penjelasan untuk setiap pertanyaan  agar 

mempermudah responden dalam menjawab. Petunjuk pengisian kuesioner dibuat 

sesederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban. 

Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian 

memintanya untuk mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung 

akan mengambil angket yang telah diisi tersebut pada dinas yang  

bersangkutan.   

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel Independen atau variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan 

atau mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro, 2011). Variabel independen 

dapat  mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen yang mempunyai 

pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel independen lainnya. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kesesuaian kompensasi, perilaku tidak 

etis, asimetri informasi dan penegakan hukum.  
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3.4.2  Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro, 2011). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependen adalah kecurangan di  sektor  pemerintahan.  

Kecurangan pada  Sektor  Pemerintah Kota Metro adalah persepsi pegawai di 

instansi pemerintahan  mengenai  kecurangan akuntansi yang sering terjadi  pada  

Sektor Pemerintah Kota Metro. Pengukuran  ini  memiliki 10 item pertanyaan 

yang dikembangkan dar  IAI (2012) yang diukur menggunakan skala likert 1 

sampai 5. 

Tabel 3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Butir 

Pertanyaan 

Kepuasan 

Kompensasi  

Penilaian 

pegawai 

mengenai 

kompensasi 

yang diterima 

1) Kompensasi 

keuangan 

2) Pengakuan 

perusahaan atas 

keberhasilan 

dalam 

melaksanakan 

pekerjaan 

3) Promosi 

4) Penyelesaian 

tugas  

5) Pencapaian 

sasaran  

 

Interval 

dengan 

skala likert 

1 sampai 5. 

 

1. Sangat 

    tidak 

    setuju 

2: Tidak 

    Setuju 

3: Netral  

4: Setuju 

5: Sangat 

    Setuju 

1-5 

Perilaku 

Tidak Etis  

 

Penilaian 

pegawai 

mengenai 

perilaku 

karyawan 

1) Perilaku 

manajemen yang 

menyalahgunaka

n sumber daya 

organisasi 

2) Perilaku 

manajemen yang 

menyalahgunaka

n kedudukan 

3) Perilaku 

manajemen yang 

tidak berbuat apa-

Interval 

dengan 

skala likert 

1sampai 5. 

 

1: Sangat 

    tidak 

    setuju 

2: Tidak 

    Setuju 

3: Netral  

4: Setuju 

6-10 
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apa 

4) Perilaku 

manajemen yang 

menyalahgunaka

nnkekuasaan 

5: Sangat 

    Setuju 

 

Asimetri 

Informasi 

 

Persepsi 

pegawai 

tentang 

ketidaksesuai

an informasi 

yang dimiliki 

oleh pihak 

pemberi dan 

pengguna 

informas. 

1) Manajemen lebih 

mengenal 

hubungan input-

output 

2) Manajemen lebih 

mengenal teknis 

pekerjaan 

3) Manajemen lebih 

mengetahui 

pengaruh faktor 

eksternal 

Interval 

dengan 

skala likert 

1 sampai 5. 

1: Sangat tidak 

    setuju 

2: Tidak 

    Setuju 

3: Netral  

4: Setuju 

5: Sangat 

    Setuju 

 

11-16 

Penegakan 

hukum  

 

Penilaian 

pegawai 

mengenai 

penegakan 

hukum dan 

pengendalian 

intern 

1) Daya tanggap 

pejabat penerima 

lamban.  

2) Proses penegakan 

hukum pidana 

selesai.  

3) Putusan hukum 

sesuai dengan 

aturan yang 

berlaku.  

4) Aturan hukum 

dalam instansi.  

5) Ketaatan 

terhadap hukum. 

 

Interval 

dengan 

skala likert 

1 sampai 5. 

 

1: Sangat 

    tidak 

   setuju 

2: Tidak 

    Setuju 

3: Netral  

4: Setuju 

5: Sangat 

    Setuju 

 

17-26 

Kecurangan 

di 

Sektor 

Pemerintahan 

 

Penilaian 

pegawai 

mengenai 

kecurangan 

di instansi   

1) Kecurangan 

laporankeuangan  

2) Penyalahgunaan 

asset 

3) Korupsi 

4) Ketiadaan bukti  

transaksi 

5) Penyalahgunaan  

anggaran. 

Interval 

dengan 

skala likert 

1sampai 5. 

 

1: Sangat 

    tidak 

    setuju 

2: Tidak 

    Setuju 

3: Netral  

4: Setuju 

5: Sangat 

    Setuju 

27-35 
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3.5 Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian instrumen digunakan untuk melihat apakah data yang diperoleh 

kuesioner dapat menggambarkan secara tepat konsep yang diuji. Alat analisis 

yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian yaitu sebagai berikut : 

 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk melihat kecermatan alat ukur yaitu mengukur apa 

yang akan diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Dalam penelitian ini, suatu kuesioner dinyatakan valid, jika 

pertanyaan maupun pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika korelasi antara masing-

masing skor butir pernyataan terhadap total skor butir-butir pertanyaan 

menunjukkan hasil yang signifikan, maka masing-masing butir pernyataan 

dikatakan valid. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai 

Rhitung dengan nilai Rtabel, dengan signifikansi 0.05. Jika Rhitung lebih besar dari 

Rtabel dan nilai r positif, maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid 

dalam Ghozali (2011). 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Jika jawaban terhadap indikator tidak konsisten, maka dapat dikatakan 

bahwa jawaban tidak reliabel (Ghozali, 2011). Menurut Ghozali (2011) variabel 
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dikatakan reliable jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Pengujian reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha melalui bantuan aplikasi SPSS. 

 

3.6 Rancangan Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis 

regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Dalam analisis regresi, selain 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2011). 

 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena 

untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan 

mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk 

menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan 

menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari 

residualnya (Ghozali, 2011). Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov jika hasil angka signifikansi 

(Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. 

2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan lain. Jika variance dari residual satu 
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pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot 

(scatterplot) dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbenuk 

secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah 

penyebarannya berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

dengan demikian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada regresi ini, 

sehingga model regresi yang dilakukan layak dipakai. 

3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2011). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam 

model dapat dilakukan, melihat nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, 

maka model regresi tidak terdapat multikolonieritas. 

 

3.7 Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipaki adala regresi linier 

berganda (multiple linear regression). Analisis regresi pada dasarnya 

adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat 

dengan satu atau lebih varibel independen atau bebas digunakan untuk 
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menguji hipotesis yang telah dipilih. Adapun persamaannya adalah 

sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan: 

Y   = Fraud Di  Sektor  Pemerintahan 

α   = konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 = koefisien regresi 

X1   = Kesesuaian Kompensasi 

X2   = Perilaku Tidak Etis 

X3   = Asimetri Informasi 

X4   = Penegakan Hukum 

e   = error 

 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen terbatas. Sebaliknya, nilai (R
2
) yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 

3.8 Uji Hipotesis 

1. Uji t Parsial/Hipotesis 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t dilakukan untuk menguji 

tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. 
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2. Uji F Kelayakan Model 

Uji statistik F adalah untuk menunjukkan apakah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 

0,05. 



 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi, 

perilaku tidak etis, asimetri informasi dan penegakan hukum terhadap fraud di 

sektor pemerintahan Kota Metro. Responden dalam penelitian ini berjumlah 199 

pegawai negeri sipil. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil 

pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan 

model regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis satu diterima. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif 

terhadap terjadinya kecurangan (fraud) pada Sektor Pemerintahan di 

Kota Metro. Dimana kesesuaian kompensasi yang memadai sesuai 

dengan jabatan maka akan menurunkan tindak terjadinya fraud. 

2. Hipotesis dua diterima. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap 

terjadinya fraud pada Sektor Pemerintahan di Kota Metro. Apabila 

semakin besar terjadinya prilaku tidak etis atau rendahnya standar etika 

maka tindak fraud semakin tinggi. 

3. Hipotesis tiga ditolak. Asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap 

fraud pada Sektor Pemerintahan di Kota Metro. Minim terjadinya suatu 

asimetri informasi dalam suatu instansi ternyata tidak mempengaruhi 

tinggi rendah terjadinya suatu kecurangan (fraud). 
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4. Hipotesis empat ditolak. Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap  

kecurangan (fraud) pada Sektor Pemerintahan di Kota Metro. Artinya 

tingkat penegakan hukum yang tinggi ternyata masih belum juga 

mengurangi tingkat terjadinya fraud, dimana masih banyak anggapan 

bahwa hukum hanyalah sebuah aturan yang masih bisa dilanggaran dan 

diperbaiki atau diampuni dengan berbagai cara. 

5. Secara bersama-sama kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, asimetri 

informasi dan penegakan hukum mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kecurangan (fraud) pada Sektor Pemerintahan di Kota Metro. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut :   

1. Penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penentuan sampel 

yang memiliki kriteria tertentu.  

2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan  

menggunakan kuesioner. Adapun keterbatasan penelitian dengan 

menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh 

responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. 

 

5.3 Saran 

Bagi penelitian sejenis dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil 

penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai 

beberapa hal diantaranya: 
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1. Pemerintah dapat lebih efektif dalam pencegahan dan pemberantasan 

fraud/korupsi dengan dilakukan analisa moderasi faktor apa saja yang 

mempengaruhi terjadinya fraud/korupsi. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain yang 

berpengaruh lebih kuat terhadap fraud di sektor pemerintahan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel 

penelitian dengan menggunakan sampling sensus agar seluruh responden 

dapat diikut sertakan dalam mengisi kuesioner tanpa kriteria tertentu. 

 

5.4 Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi dalam upaya pemerintah mengatasi 

fraud yang sudah memprihatinkan. Fokus pendekatan dari hasil temuan yang telah 

dikemukakan pada kesimpulan diatas bahwa tekanan yang dirasakan 

pegawai,perilaku tidak etis yang sudah membudaya dan adanya kesempatan yang 

luas bagi pejabat/pegawai dibidang pengelolaan keuangan daerah, serta lemahnya 

pengendalian internal menyebabkan kecenderungan fraud menjadi lebih tinggi. 

Dari temuan tersebut pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagai 

upaya meminimalisir atau memberangus fraud atau biasa disebut korupsi pada 

pemerintahan.Pemerintah perlu menekankan perhatian pada variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya fraud. Kepala Daerah 

melalui melalui lembaga auditor internalnya (Inspektorat) dapat mengidentifikasi 

gejala, tanda-tanda dan peluang sesuai temuan penelitian terhadap kecenderungan 

fraud di lingkungan pengelolaan keuangan daerah serta melakukan fraud risk 

assessment secara berkala sehingga tindakan fraud dapat dieliminasi. 
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